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TENTANG

TIM FASILITATOR PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)
Tahun 2026 perlu dilakukan proses penerimaan peserta secara tertib,
transparan, dan akuntabel;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitator Pendidikan
Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Muna Barat tentang Tim Fasilitator Pendidikan Pengawas
Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengawasan Partisipatif;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
91/PM.05/K1/05/2026 tentang standar pelaksanaan kegiatan pendidikan
pengawas partisipatif “berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang
bermartabat”.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

AR o N

Menyusun jadwal dan mekanisme penerimaan peserta P2P Tahun 2026;
Melakukan sosialisasi dan publikasi penerimaan peserta;

Menerima dan memeriksa berkas pendaftaran;

Melakukan verifikasi administrasi calon peserta;

Menetapkan hasil seleksi administrasi peserta P2P Tahun 2026;
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
daftar isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Muna Barat Tahun
Anggaran 2026.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 07 Mei 2026

Ketua,

AWALUDDIN USA
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Lampiran :

Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026
Nomor 05.a/HK.01.01/K.SG-14/05/2026
Tanggal 07 Mei 2026

BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat tentang Tim Fasilitator

SUSUNAN TIM FASILITATOR PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN PANITIA
1 2 3 4
. Ketua Bawaslu .
1. | Awaluddin Usa, S.Pd Kabupaten Muna Barat Pembina
9 La Ode Muh. Karman, SE.,M.Si., Anggota Bawaslu Pembina
" | C.Med Kabupaten Muna Barat
Anggota Bawaslu .
3. | Izhar, S.Pd Kabupaten Muna Barat Pembina
. . Koordinator Sekretariat Bawaslu
4. | Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi Kabupaten Muna Barat Penanggung Jawab
5. | Hasna, A.Md., Keb Staf Pelaksana Teknis HP2H Pelaksana Teknis
6. | Taufik Hidayat, S.IP Penata Kelola Pengawasan Pelaksana Teknis
Pemilihan Umum Ahli Pertama
7. | Majid, S.IP Penata Kelola Pengawasan Pelaksana Teknis
Pemilihan Umum Ahli Pertama
8. | Astimin, S.Pd Staf Pelaksana Teknis HP2H Pelaksana Teknis
9. | Juslan Duma, SE Staf Pelaksana Teknis HP2H Pelaksana Teknis
10. | Yuni Abas Staf Pelaksana Teknis HP2H Pelaksana Teknis
11. | Kaisar hafit, SH Staf Pelaksana Teknis P3S Pelaksana Teknis
12. | Abdul janur, SH Staf Pelaksana Teknis P3S Pelaksana Teknis
13. | La Ode Abdul Muis Bari, sh Penata Kelola Pengawasan Pelaksana Teknis
Pemilihan Umum Ahli Pertama
14. | Ali Suriaman, A.Md Staf Pelaksana Teknis P3S Pelaksana Teknis
15. | Zanet Widy Asmara, SH Penata Kelola Pengawasan Pelaksana Teknis
Pemilihan Umum Ahli Pertama
16. | Helmina Unsar, S.P Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis
17. | Nasrullah, SE Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis
18. | La Rudi, S.Pd.I Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis
19. | La Junaid Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis
20. | Sry Ayu Siburian, A. Md. M Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis
21. | La Ode Anton Ardiansah, S. Pi Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis
22 | Herlambang Listyo Ramdhani, A. Staf Pelaksana Teknis SDMO Pelaksana Teknis

Md.A.B
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